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ABSTRAK

Indonesia adalah negara republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial.
Dalam sistem presidensial negara dipimpin oleh seorang presiden, presiden tersebut
menduduki posisi sebagai kepala negara (head of state) sekaligus kepala
pemerintahan (head of governmeni). Pasal 4 ayal 2 menyatakan bahwa presiden dalam
melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Kedudukan scorang
wakil presiden tidak dapat dipisahkan dengan presiden karena merupakan satu kesatuan
pasangan jabatan, Pelaksanaan tugasnya wakil presiden melakukan bantuan kepada
presiden. Pelaksanaannya peran dan kedudukan wakil presiden dalam sistem
ketatancgaraan Republik Indonesia dalam membantu presiden dalam menjalankan
tugasnya, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum mendapatkan
kejelasan. Maka permasalahan dalam penelitian ini yakni; 1). Bagaimana pengaturan
kewenangan wakil presiden di Indonesia bagaimana pengaturannya ?, 2). Bagaimana
hubungan kewenangan antara wakil presiden terhadap lembaga negara lain yang ada di
Indonesia ?, 3). Bagaimana pengaturan yang seharusnya dia atur mengenai kewenangan
wakil presiden pada masa yang akan dating ?. Adapun metode dalam penelitian ini yakni
metode hukum normatif dengan pendekatan, Pendekatan Perundang-undangan (statue
approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan Perbandingan
(comparative approach), Pendekatan Futuristik (futuristic approach). Adapun Hasil dalam
penelitian ini yakni; 1), Secara historis baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945
jelas bahwa kewenangan wakil presiden di Indonesia scbagai negara hukum yang
menggunakan sistem pemerintahan presidensil Wakil presiden dalam menjalankan
tugasnya belum mempunyai landasan materil yang tegas dan jelas secara spesifikasi. 2).
Hubungan wakil presiden dan lembaga negara lainnya wakil presiden secara konstitusional
tidak memiliki kewenangan yang tegas karena wakil presiden tidak dapat turun secara
langsung maupun tidak langsung dengan lembaga negara lainnya yang ada di Indoncsia,
melainkan dengan kewenangan presiden. 3). Kewenangan wakil presiden di masa
mendatang dengan melakukan kontruksi hukum dengan memuat landasan konstutusional
yang jelas untuk mengatur kewenangan wakil presiden. Perlu adanya pembagian tugas dan
wewenang yang ditata secara utuh dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem
terpadu dan proposional. Pembagian tugas dan wewenang sccara jclas, ini harus dituangkan
dalam konstitusional Indonesia agar tugas dan wewenang wakil presiden punya landasan
materil yang kuat dan tegas.

Kata Kunci ; Presidensil, Kewenangan Wakil Presiden, Kontruksi Hukum
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The Authority of the Vice President In Implementing the Presidential System in Indonesia

ABSTRACT

The form of government is republican which adopts a presidential system of government. In a
presidential system, the country is led by a president who occupies the position of a head of a
stalc as well as a head of a government. Aniclc4pmmpb2mteulmwmidcplin
carrying out his obligations is assisted by one Vice President. The position of a vice president
cannot be separated from that of the president because they are a single pair of positions. In
carrying out his dutics, the vice president provides assistance to the president. The
implementation of the role and the position of the vice president in the constitutional system
of the Republic of Indonesia in assisting the president in carrying out his dutics, both before
and after the amendment to the 1945 Constitution, has not yet been clarified. Against that
backdrop, the problems of this study are formulated as follows: 1). How is the authority of
the vice president regulated in Indonesia?; 2). What is the relationship between the authority
of the vice president and other state institutions in Indonesia?; and 3). How will the
regulations regarding the authority of the vice president be regulated in the future? The
method of study used is the normative legal method with the statue approach, historical
approach), comparative approach, and futuristic approach. The results of this study are; 1).
Historically, until afier the 4th amendment to the 1945 Constitution as specified in Article 4
paragraph (2) of the 1945 Constitution, it is clear that the authority of the vice president in
Indonesia as a constitutional state with a presidential system of government. The vice
president in carrying out his duties docs not yet have @ material basis that is firm and clear in
terms of specifications. camrying out duties as dcputy and assistant to the president as
executive. 2). The relationship between the vice president and other state institutions: The
vice president constitutionally does not have strict suthority because the vice president cannot
have direct or indircct contact with other state institutions in Indonesia, but with the authority
of the president. 3). The authority of the vice president in the future: There should be legal
construction containing a clear constitutional basis for the authority of the vice president.
There needs to be a division of tasks and authority that is fully organized in the Indonesian
government system with an integrated and proportional system. This clear division of duties
and authority must be stated in the Indonesian constitution so that the vice president's dutics
and authority have a strong and firm matcrial basis.

Keywords: P'residency, Authority of the Vice President, Legal Construction
Advisor 1l

[5] H., M.
NIP. 198109272008012013

pproved by:
f Law Study Program
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia
jalah negara kesatuan,! yang berbentuk republik dan menganut sistem
pemerintahan presidensial. Sistem presidensial negara dipimpin oleh seorang
presiden, presiden tersebut menduduki posisi sebagai kepala negara (head of
state) sekaligus kepala pemerintahan (head of government). 2

Adapun presiden sebagai kepala negara tercantum dalam Undang-Undang
Dasar 1945 yaitu pada Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pasal 13 ayat 1
Presiden mengangkat duta dan konsul, Pasal 13 ayat 2 Presiden menerima
penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Presiden sebagai kepala pemerintahan tercantum dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 4 ayat 1
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar, Pasal 5 ayat 2 Presiden menetapkan Peraturan
Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, Pasal

17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Pasal

Nurus Zaman. Politik Hukum dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan
Keharmonisan Pembangunan Hukum. Malang, Literasi Nusantara, 2020, him 58.

2 Baso Madiong, et al. Pendidikan Kewarganegaraan : Civic Education. Makassar,
Celebes Media Perkasa, 2018, him 116.



20 Ayat 4 Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah
disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang, Pasal 23 Ayat 2 Rancangan
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian, Pasal 23F Ayat 1 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden, Pasal 24A Ayat 3 Calon
Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat
untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim
Agung oleh Presiden, Pasal 24B Ayat 3 Anggota Yudisial diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
Pasal 24C Ayat 3 Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota
hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing
tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
dan tiga orang oleh Presiden.

Adapun tugas dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan sangatlah besar, semakin banyak serta cukup kompleks,
diasumsikan bahwa ketidak mungkinan Presiden untuk menjalankan segala
urusan kenegaraan secara mendetail dalam operasional pemerintahan yang
kian melimpah. Maka pada Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa Presiden
melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Wakil Presiden tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang secara



bersamaan dengan dipilihnya jabatan Presiden. Kedudukan seorang Wakil
Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden karena merupakan satu
kesatuan pasangan jabatan ( UUD 1945 Pasal 6A ayat 1).

Secara global tugas dan wewenang Wakil Presiden ialah membantu
Presiden dalam melakukan kewajibannya; menggantikan Presiden sampai
habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan;
memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu
penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat; melakukan
pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-
departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur
jenderal dari departemen yang bersangkutan atau depti pengawasan dari
lembaga non departemen yang bersangkutan.®

Dalam pelaksanaan tugasnya Wakil Presiden melakukan bantuan kepada
Presiden iyalah bantuan yang diberikan karena diminta oleh Presiden; dan
bantuan yang harus diberikan oleh Wakil Presiden karena ditetapkan dengan
Keputusan Presiden, biasanya Wakil Presiden mempunyai tugas-tugas khusus
dari Presiden dengan Surat Keputusan Presiden atau mandat yang tindak
kewenangannya mengatasnamakan Presiden.* Penjelasan tersebut maka pada

dasarnya kedudukan atau posisi Wakil Presiden sangatlah penting untuk

3Serafica Gischa, “Tugas dan Wewenang Wakil Presiden” ,
(https://iwww.kompas.com/skola/read/2020/02/12/090000169/tugas-dan-wewenang-wakil-
presiden?page=all, diakses pada 25 Mei 2023, 08.34).

“La Ode Husen. Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. Makassar, CV.
Social Politic Genius, 2019, him 76.


https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/090000169/tugas-dan-wewenang-wakil-presiden?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/090000169/tugas-dan-wewenang-wakil-presiden?page=all

membantu berjalannya roda pemerintahan yang efektif apabila Presiden
berhalangan.

Adapun beberapa UU yang terbentuk terkait dalam pelaksanaan lembaga
kepresidenan untuk membantu Presiden dalam menjalankan roda
pemerintahan diantaranya UU No 19 Tahun 2006 tentang Dewan
Pertimbangan Presiden, yang mana Dewan Pertimbangan Presiden adalah
Lembaga Pemerintahan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun kedudukan Dewan Pertimbangan
Presiden berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada
Presiden atas pemberian nasihat kepada Presiden dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan negara.

Berdasarkan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang
mana Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Kementerian berkedudukan dibawah Presiden dan juga bertanggungjawab
kepada Presiden.

Serta UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, yang mana Undang-undang ini hanya membahas mengenai
bagaimana sistem pemilu, pelaksanaan pemilu, pemungutan suara dalam
pemilu dan penyelesaian sengketa dalam pemilu yang dilaksanakan dalam

pemilihan Presien dan Wakil Presiden.



Tetapi secara konstitsional dan Undang-undang yang berkaitan dengan
kepresidenan peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia dalam membantu Presiden dalam
menjalankan tugasnya, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945,
belum mendapatkan kejelasan. Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan:
pertama, dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga
sekarang, jabatan Wakil Presiden tidak mempunyai wewenang apa-apa.
Fungsinya hanya menggantikan Presiden; kedua, dalam perjalanan sejarah
ketatanegaraan di Indonesia, negara Republik Indonesia pernah tidak memiliki
Wakil Presiden. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Soekarno (1956-1967),
Presiden berjalan sendiri menjalankan roda pemerintahan, tanpa didampingi
oleh Wakil Presiden. Mohammad Hatta yang diangkat sebagai Wakil Presiden
pada tanggal 18 Agustus 1945, mengundurkan diri dari jabatannya pada
tanggal 1 Desember 1956. Sejak Mohammad Hatta mengundurkan diri, jabatan
Wakil Presiden tidak pernah diisi. Demikian pula, pada masa awal
pemerintahan Soeharto (1967-1973). Presiden Soeharto diangkat oleh MPRS
sebagai pejabat Presiden, tanpa ada pengangkatan kembali untuk mengisi
jabatan Wakil Presiden. Pada waktu sidang istimewa tanggal 7-12 Maret 1967
yang mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor; XXXIII/MPRS/1967 mengenai
pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarno sekaligus menetapkan Jenderal
Soeharto sebagai Presiden, posisi Wakil Presiden tidak disinggung. Indonesia
baru kembali memiliki Wakil Presiden, setelah diangkatnya Sri Sultan

Hamengkubuwono 1X pada tanggal 25 Maret 1973. Pada kenyataannya,



meskipun tanpa Wakil Presiden, pemerintahan dapat berjalan; Kketiga,
hubungan Wakil Presiden dengan Presiden pada setiap masa mempunyai
karakter yang berbeda-beda.’

Penyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan Wakil Presiden iyalah
pertama, kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai pembantu Presiden,
sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 2 Presiden melakukan
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sebagai
pembantu Presiden kedudukan Wakil Presiden dianggap setara dengan Menteri
yang juga sama-sama sebagai pembantu Presiden. Wakil Presiden hanya
merupakan the second man (orang kedua); kedua, Wakil Presiden tidak
bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana layaknya status Menteri
sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden; dan ketiga, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan, belum pernah
ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR
atau kepada rakyat. Pertanggung jawaban selalu dibebankan kepada Presiden.
Karena itu, posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden menjadi kurang
memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka memikul
tanggungjawab ini Presiden membentuk pemerintahan dengan cara mengakat
Menteri-menteri dan pejabat setingkat Menteri sebagai pembantunya.®

Maka dari ketidak jelasan dan belum adaannya peraturan serta Undang-

undang tetang Kepresidenan, penulis akan membahasan tesis yang berjudul

SHufron. Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden
Indonesia. Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2022, him 16.
& 1bid.



“Kewenangan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Sistem
Presidensial di Indonesia”.
Rumusan Masalah
Dalam perumusan masalah tidak ada ketentuan mengikat, dapat berbentuk
pertanyaan ataupun pernyataan’. Perumusan masalah ini, ditujukan untuk
mempermudakan penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti
sehingga penulis ini nantinya mencapai tujuan yang jelas.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin
penulis angkat dan kaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:
1. Bagaimana pengaturan kewenangan Wakil Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan kewenangan antara Wakil Presiden terhadap
Lembaga Negara lainnya di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Wakil Presiden pada masa

yang akan datang?

"Suyanto. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan
Gabungan. Gresik, Unigres Press, 2023, him 202.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, adapun ;

1. Tujuan Penelitian

1.

Untuk menganalisis pengaturan kewenangan Wakil Presiden di
Indonesia.

Untuk menganalisi hubungan kewenangan Wakil Presiden terhadap
Lembaga Negara lainnya di Indonesia.

Untuk mrnganalisis dan merumuskan kewenangan Wakil Presiden

pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Dengan harapan dapat menambah literatur bacaan serta dapat
memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu
hukum khususnya untuk ilmu hukum tata negara berkaitan
dengan kewenangan Wakil Presiden dan relasi kewenangan
tersebut terhadap kewenangan Presiden di Indonesia.

Dengan harapan memberikan informasi mengenai kewenangan
Wakil Presiden dan relasi kewenangan tersebut terhadap
kewenangan Presiden di Indonesia yang sedikit diketahui oleh

masyarakat.



2. Manfaat Praktis

a. Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan
Lembaga Kepresidenan serta bermanfaat bagi penguatan
kedudukan Wakil Presiden.

b. Diharapkan hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan
sebagai penjelas referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk
membuat Peraturan atau Undang — undang tentang Kepresidenan
di Indonesia.

c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas
wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat khususnya
mengenai kewenangan Wakil Presiden dalam sistem presidensial
di Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada permbahasan penulisan ini yakni pada kewenangan
Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia yang masih menjadi
polemik, dalam tinjauan Politik Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia yang
belum jelas pengimplementasiannya. Dalam Undang-undang Dasar Negara
Tahun 1945 Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa Presiden dalam melakukan
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Secara global
tugas dan wewenang Wakil Presiden ialah membantu Presiden dalam
melakukan kewajibannya; menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika
Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya

dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya
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Wakil Presiden melakukan bantuan kepada Presiden iyalah apabila bantuan
tersebut karena diminta oleh Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.

Dalam lingkup bahasan kajian ini akan membahas bagaimana
Kewenangan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia baik
dalam melakukan tugasnya selaku Wakil Presiden karena dimintai bantuan
oleh Presiden atau melakukan tugasnya membantu Presiden apabila tidak
dimintai bantuan oleh Presiden atau dengan kata lain melakukan tugasnya
dalam inisiatif pribadi.

KerangkaTeoritik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori mengenain kasus
atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang
disetujuin maupun yang tidak disetujuin.®
1. Grand Theory (Teori Sistem Pemerintahan dan Teori Negara

Hukum)

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori sistem
pemerintahan dan negara hukum. Yang mana dalam perspektif ilmu
ketatanegaraan umum (algemeine staatslehre) yang dimaksud dengan
sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang
berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar

pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD,

8Ady Purwoto, et.al. Metodologi Penelitian Hukum. Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023,
him 43.
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sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja
antar lembaga-lembaga negara. Senada dengan pendapat para alhi
tersebut, Jimly Asshiddigie mengemukakan, sistem pemerintahan
berkaitan dengan pengertian regeringsdaad, yaitu penyelenggaraan
pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.

Artinya sistem pemerintahan sendiri merupakan kesatuan ornamen
pemerintahan yang di dalamnya mencakup kegiatan-kegiatan dari masing-
masing lembaga (baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif) terkait
hubungan kegiatan satu ke yang lainnya. Sederhananya sistem
pemerintahan merupakan pemerintahan yang terdiri dari sub-subsistem
seperti presiden, senator, legislator, dan lain sebaginya, yang satu dan
lainnya berkoordinasi dan saling bergandengan dalam upayanya mencapai

cita-cita negara.®

Algra dan Jansen, mengemukakan bahwa negara hukum
menjadikan hukum sebagai aturan main dalam penyelenggaraan
kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sementara tujuan
hukum itu sendiri antara lain “opgelegd om de samenleving
vreedzaam, rechvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk

menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna).

Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan

kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada

him 6.

 Rendy Adiwilaga, et al. Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta, Deepublish, 2018,
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keadilan, kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam
negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam

menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Teori sistem pemerintahan dan negara hukum digunakan untuk
menganalisis bagaimana upaya pemerintah mengatur kewenangan
Wakil Presiden dalam penyelenggaraan sistem presidensial di
Indonesia dengan tepat, baik dan benar serta menganalisis apakah
kewenangan Wakil Presiden di Indonesia saat ini telah sesuai dalam
pengimplementasiannya saat ini.

2. Middle Range Theory (Teori Sistem Pemerintahan dan Teori
Lembaga Negara)

Midle Range Theory digunakan untuk memperkuat grand theory
yang menggunakan teori sistem pemerintahan presidensial dan lembaga
negara dimana teori ini akan menjawab persoalan dan memperkuat
landasan berpikir untuk menganalisa penelitian lebih lanjut.

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang
pemegang eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada legislatif.
Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui
badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui
atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif. Pemegang

kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Bahkan ditegaskan oleh

10 Nurul Qamar, et al. Negara Hukum atau Negara Kesatuan. Makassar, CV. Social
Politic Genius, 2018, him 50.
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Fitra Asril bahwa sistem pemerintahan presidensial dikenal dengan prinsip
keterpisahan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Secara konstitusional C.F Strong menjelaskan pengertian sistem
presidensial sebagai, “the conception of independence of exceutive from
the legislative” (adanya kemandirian eksekutif dari legislatif). Selanjutnya
Rett R. Ludwikowsk menambahkan bahwa dalam sistem presidensial “the
president, as the sole executive, is elected ad head of state and head of the
government” (presiden adalah eksekutif tunggal, dipilih sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan). Sementara Deni Indrayana menjelaskan
bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak hanya melekat presiden
sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara. Hal
ini berarti presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (chief of
exceutive), tetapi juga sebagai kepala negara (chief of state). Oleh karena
itu, implikasinya tentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh
kekuasaan eksekutif, tetapi juga fungsi legislasi dan yudisial.'!

Konsep senada juga dikemukakan bahwa presiden bukan dipilih oleh
parlemen, tetapi presiden bersama parlemen dipilih secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu presiden tidak
bertanggungjawab kepada parlemen, sehingga presiden dan kabinetnya

tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya presiden pun tidak

11 Marwono. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Konstitusionalitas dan Implikasi
Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI
Tahun 1945. Malang, Inteligensia Media, 2021, him 57-58.
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membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan konstitusi dan berakhir masa jabatannya. ?

Sistem pemerintahan presidensial menempatkan legislatif (parlemen)
sejajar dengan eksekutif (presiden). Hal ini dikarenakan kedua lembaga ini
baik legislatif maupun eksekutif dipilih oleh rakyat melalui suatu
pemilihan umum. Keadaan ini membuat antar lembaga tidak dapat saling
menjatuhkan, namun tetap terjadi checking and balances. Untuk
membantu tugas-tugas presiden sebagai kepala negara dan sekaligus
sebagai kepala pemerintahan maka dibentuklah kabinet yang terdiri dari
para menteri-menteri yang berdasarkan kehendak seorang presiden.
Artinya, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian menteri—menteri adalah
kewenangan presiden. Sehingga para menteri bertanggung jawab kepada
seorang presiden.

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan
staatsorgaan. Dan dalam bahasa Inggris, lembaga negara digunakan
istilah political institution. Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan
lembaga negara, badan negara, atau organ negara.'*

Menurut pakar hukum tata negara, H.A.S. Natabaya menyatakan
bahwa istilah “badan negara” atau “lembaga negara” mempunyai makna

yang kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk

2Sarundajang. Babak Baru Sistim Pemerintahan. Jakarta, Kata Hasta Pustaka, 2012,
him.35

B1bid, him 36-37.

14 patrialis Akbar. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945. Jakarta, Sinar
Grafika, 2013, him 2.
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menyebutkan  sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya
menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga tinggal pilih apakah
menggunakan istilah “badan negara” atau “lembaga negara” yang penting
ada konsisten penggunaannya.

Lembaga negara lazim dipergunakan selama beberapa dasawarsa
untuk menyebut organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan negara
di Indonesia. Istilah “lembaga negara” muncul pertamakali pada awal orde
baru, tepatnya dalam Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang
Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai
sumber tertib hukum Republik Indonesia. Melalui Ketetapan MPR No.
I1I/MPR/1978, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya
karena ketetapan MPR tersebut membagi lembaga negara dalam dua
kategori, yaitu lembaga negara tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.
Lembaga tertinggi negara adalah MPR, adapun lembaga tinggi negara
adalah presiden, dewan pertimbangan agung, dewan perwakilan rakyat,
badan pemeriksa keuangan dan mahkamah agung. Pertimbangan lain
perkembangan bahasa Indonesia sekarang lebih banyak menggunakan kata
“lembaga negara” ataupun “organ negara”.

Dalam suatu negara keberadaban lembaga negara atau dengan nama
lainnya merupakah suatu keniscayaan. Hal itu dikarenakan lembaga
negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan negara. Tanpa
ada lembaga negara maka negara tersebut tidak akan dapat berfungsi.

Ketiadaan lembaga negara dalam struktur suatu negara akan menyebabkan
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ketidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan

akan mengakibatkan goyah dan runtuhnya suatu negara.’®

Teori teori sistem pemerintahan presidensial dan lembaga negara
digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem presidensial di Indonesia
dengan tepat, baik dan benar serta menganalisis bagaimana hubungan
Wakil Presiden terhadap kewenangannya dan Lembaga Negara yang
lainnya.

Applied Theory (Teori Kewenangan)

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan.
Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai
hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan
sesuatu. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa
hukum tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan
wewenang berarti hak dan kewajiban (rechten en plichen).

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut
kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh
undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif /administratif. WWewenang
adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Philipus
M. Hadjon berpendapat kewenangan disejajarkan dengan authority dalam

bahasa Inggris, dan bevoegdheid dalam bahasa Belanda. Kewenangan atau

15 1bid, him 5-6.
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wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau
kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dan lingkup
melaksanakan kewajiban publik.

Sebagai catatan dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon berkaitan
dengan penggunaan istilah wewenang atau bevoegdheid, di mana
bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik,
sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik.t®

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis bagaimana
kewenangan wakil presiden dalam sistem presidensial di Indonesia dalam
membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara
sekaligus sebagai kepala pemerintahan untuk saat ini dan masa yang akan
datang.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan sebuah metode secara ilmiah yang
dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data yang valid, dengan tujuan
untuk dapat menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu
pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.!” Metode penelitian

yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

16 Jayus. Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu. Surabaya,
Jakad Media Publishing, 2019, him 61-62.

Jonaedi Efendi, et al. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok, Prenada
Media, 2016, him. 3.
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Jenis Penelitian

Pada penulisan ini nantinya akan menggunakan tipe penelitian hukum
normatif yang pengkajiannya dilakukan terhadap bahan-bahan hukum,
baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian
hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan
merupakan mekanisme atau langkah yang dipakai pada penelitian hukum
dengan menelaah bahan pustaka yang ada.'®

Ada beberapa aspek yang akan dikaji melalui tipe penelitian tersebut,
yaitu:
a. Teori-teori hukum

b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach)
Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisi terkait pasal 4 ayat
(2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedudukan Wakil Presiden
untuk membantu Presiden dalam melakukan tugasnya. Juga dikaitkan
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VII/MPR/1973 Tahun 1973 tentang Keadaan
Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan,
serta beberapa Keputusan Presiden yang antaranya Keputusan

Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden kepada

18Suyanto, op. cit. HIm 88.
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Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan
Sehari-hari.
Pendekatan Historis (historical approach)

Pendekatan konsep ini dipakai untuk memahami konsep
kewenangan Wakil Presiden yang mana Indonesia pernah tidak
memiliki Wakil Presiden, hal itu terjadi pada masa pemerintahan
Soekarno (1956-1967).

Pendekatan Perbandingan (comparative approach)

Pendekatan konsep ini dipakai untuk memahami konsep
kewenangan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia
yang mana baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945
belum mendapatkan kejelasan.

Pendekatan Futuristik (futuristic approach)

Pendekatan konsep ini dipakai untuk memahami tentang sistem
pemerintahan presidensial yang mengatur kewenangan Wakil
Presiden untuk membantu Presiden dalam melakukan tugasnya secara
jelas di masa yang akan datang, sehingga sangat diharapkan adanya
pengaturan hukum yang akan dibuat untuk memperjelas adanya
pengaturan hukum dan pembagian tugas atau wewenangan antara
Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan jalannya roda

pemerintahan.
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Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research)

dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum baik primer, sekunder,

maupun tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat secara hukum, yang merupakan peraturan

perundang-undangan, yang secara teoritis terdiri dari norma dasar,

aturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurispruensi dan

traktat.'® Adapun diantaranya ialah :

1.

2.

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 93;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang Penunjukkan

Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia;

19 Saut P.Panjaitan. Dasar-Dasar IImu Hukum. Jakarta, Erlangga, 2022, him 147-148.
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor II/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor VII/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Keadaan Presiden
dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Penugasan
Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Presiden dalam Hal
Presiden Berada di Luar Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan
Presiden Kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas

Teknis Pemerintahan Sehari-hari.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti misalnya
rancangan undang-undang, buku-buku teks dibidang hukum, hasil
penelitian, hasil karya di bidang hukum dan sebagainya.?® Adapun

diantaranya :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

20 1bid, hlm 151.
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

Tentang Kementrian Negara.

c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjukan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.?! Bahan hukum tersier terdiri dari:
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia; dan
4. Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian

ini.

Inventarisasi Bahan Hukum

Penelitian ini akan mendapatkan bahan-bahan hukum dengan
menggunakan metode (library research) atau studi kepustakaan.
Penelitian hukum dilakukan dengan cara mencari bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara

kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku

2 1bid.
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literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer,
sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.??
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk
mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam
penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan studi
kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara menyelusuri sumber-sumber
keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau
literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal, surat kabar dan
dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan

permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dengan
melakukan studi bahan keperpustakaan yang meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, baik berupa
buku-buku, Peraturan Perundang-undangan maupun dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan kewenangan dari jabatan Wakil Presiden.

Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, dalam penelitian
ini menggunakan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu
dengan tidak hanya memberikan suatu penjelasan, akan tetapi juga

memaparkan terkait suatu kebijakan kewenangan Wakil Presiden dalam

47.

22Hasbi, et al. Refrensi Hukum Materiil Syariah. Banten, La Tansa Mashiro, 2019, him
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sistem presidensial di Indonesia. Setelah bahan hukum dirasa cukup dan
logis maka ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil
kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke bahan-bahan yang

bersifat khusus.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun
sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban
atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam
penelitian ini ialah deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari

pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus.
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